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                           Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 - 2026 Kabupaten Halmahera Utara.  

No Kebijakan Intervensi Program Indikator Keluaran (Output) Satuan 
Target Capaian 

Penanggungjawab 
2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Intervensi Spesifik 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 

1 Pembinaan kepada orang 

tua khususnya yg 
mempunyai anak balita 
dan pemberian makanan 

sehat. 
 

Pemberdayaan 

lembaga 
kemasyarakatan, 
lembaga adat dan 

masyarakat hukum 
adat  

Jumlah Anak dan Balita l..Orang 
     DPMD dan TP. 

PKK TkKabupaten 

Jumlah orang tua yang mengikuti 
pembinaan untuk mencegah 
stunting. 

Orang 

     
DPMD dan TP. 

PKK TkKabupaten 

2 Peningkatan Keluarga Gizi Pemberdayaan 

Lembaga 
Kemasyarakatan,  

Jumlah Kader yang mengikuti 

sosialisasi. 
Orang 

     DPMD dan TP. 

PKK TkKabupaten 
Jumlah siswa PAUD yg memperoleh 

makanan dan minuman bergizi 
Anak 

     DPMD dan TP. 

PKK TkKabupaten 
Jumlah siswa PAUD yg mengikuti 
gerakan gemar makan ikan. 

Anak 
     DPMD dan TP. 

PKK TkKabupaten 
Jumlah peserta yang mengikuti 
sosialisasi peningkatan kader gizi 

keluarga untuk pencegahan dan 
penurunan stunting 

Orang 

     
DPMD dan TP. 

PKK TkKabupaten 

Jumlah Bumil KEK yg 

mendapatkan PMT untuk mencegah 
stunting 

Orang 

     
DPMD dan TP. 

PKK TkKabupaten 

3 Pola asuh bagi remaja calon 

pengantin/pranikah 

Pemberdayaan 

lembaga 
kemasyarakatan, 

lembaga adat dan 

Jumlah peserta sosialisasi dengan 

tema anak cerdas lahir dari Ibu yg 
tangguh untuk mencegah stunting 

Orang 

     DPMD dan TP. 

PKK TkKabupaten 
 

 



   masyarakat hokum 
adat 

Jumlah peserta CEPAK (Cegah 
Perkawinan Anak) sebagai upaya 

pencegahan stunting 

Remaja 
     

DPMD dan TP. 
PKK TkKabupaten 

   Jumlah pasangan pranikah yang 

mengikuti sosialisasi tentang 
perencanaan yang baik untuk 
mewujudkan keluarga yg sehat 

setelah pernikahan 

 

     

DPMD dan TP. 

PKK TkKabupaten 

4 Peningkatan komitmen dan 
visi kepemimpinan di 

Pemerintah Daerah 

Meningkatkan 
kapasitas Pemerintah 

Desa.  

Jumlah pemerintah desa yang 
mendapatkan peningkatan 

kapasitas dalam penanganan 
Percepatan Penurunan Stunting 

Desa 

     
DPMD dan TP. 

PKK TkKabupaten 

Persentase desa yang kader 
pembangunan manusia-nya 
mendapatkan pembinaan dari 

Perangkat Daerah 

Desa 

     
DPMD dan TP. 

PKK TkKabupaten 

5 Peningkatan konvergensi 

Intervensi Spesifik dan 
Intervensi Sensitif di 
Pemerintah Daerah, 

Kecamatan, dan Pemerintah 
Desa 

melaksanakan 

konvergensi dalam 
perencanaan dan 
penganggaran, serta 

pelaksanaan kegiatan 
untuk meningkatkan 
jenis, cakupan, dan 

kualitas intervensi 
gizi di tingkat 

Kabupaten dan 
Kecamatan 

Persentase desa yang 

mengintegrasikan program dan 
kegiatan Percepatan Penurunan 
Stunting dalam dokumen 

perencanaan dan penganggaran 
desa (Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa, Rencana 

Kerja Pemerintah Desa, serta 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa dan Rencana Kerja dan 
Anggaran Desa). 

Desa 

     

DPMD dan TP. 

PKK TkKabupaten 

Persentase desa yang meningkatkan 

alokasi dana desa untuk Intervensi 
Spesifik dan Intervensi Sensitif 
dalam penurunan Stunting. 

 

Desa 

     

DPMD dan TP. 

PKK TkKabupaten 

    

 
 
 

 

 

 
 
 

 

      

 
 
 

 



 
Persentase desa yang melakukan 

konvergensi Percepatan Penurunan 
Stunting. 

Desa DPMD dan TP. 
PKK TkKabupaten 
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